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Jebakan 'Visa Turis' dan llusi Keamanan
Digital: Belajar dari Ratusan WNA Pelaku
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Kasus penangkapan 321 WNA di Jakarta dan 210 WNA di Batam pada awal Mei 2026 bukan sekadar angka statistik

OPINI - Bayangkan seorang warga negara asing mendarat di Soekarno-Hatta
atau Hang Nadim dengan senyum ramah, paspor sah, dan stempel visa
kunjungan yang valid. Di mata sistem, ia adalah "tamu" yang sah. Namun begitu
pintu bandara tertutup, ia berubah menjadi "hantu digital”, mengoperasikan



server judi online dari balik layar apartemen mewah di Jakarta atau Batam,
menyedot miliaran rupiah dari kantong masyarakat kita.

Kasus penangkapan 321 WNA di Jakarta dan 210 WNA di Batam pada awal Mei
2026 bukan sekadar angka statistik. Ini adalah tamparan keras yang
menunjukkan betapa rapuhnya kedaulatan digital kita bila hanya bergantung
pada stempel visa dan dokumen perjalanan.

llusi "Aman" Karena Visa Sah

Selama ini kita terjebak dalam pola pikir lama: kalau visanya sah, berarti dia
aman. Padahal, kejahatan transnasional abad ke-21 tidak lagi menembus pagar
kawat berduri, melainkan memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (VBK)
atau Visa on Arrival (VoA). Mereka masuk sebagai turis, tapi bekerja sebagai
operator kejahatan. Sistem imigrasi kita mendeteksi status hukum, bukan niat
kriminal.

Selama izin tinggal belum habis dan tidak ada laporan pelanggaran, mereka
dianggap "bersih". Celah inilah yang dieksploitasi sindikat internasional,
diperparah oleh keterbatasan pengawasan lapangan akibat rasio petugas yang
tidak sebanding dengan lonjakan arus orang.

Mengapa Teknologi Belum Menjadi "Dewa Penolong"”?

Banyak yang bertanya: Kenapa tidak pakai Al? Kenapa tidak lacak setiap
langkah mereka? Jawabannya ada pada kompleksitas dunia nyata: - Privasi vs.
Keamanan: UU Perlindungan Data Pribadi membatasi pelacakan real-time tanpa
dasar hukum yang jelas. - Integrasi Data yang Belum Sempurna: Data imigrasi,
kepolisian, dan telekomunikasi masih berjalan paralel.

Baru kini, di bawah Menteri Imigrasi, dan Pemasyarakatan Jenderal Pol. (Purn)
Agus Andrianto, SH, MH kita serius menyatukan "pulau-pulau data" menjadi
daratan informasi yang utuh. Namun teknologi saja tidak cukup. Kejahatan ini
bersifat hybrid, menggunakan gedung fisik sekaligus server digital. Solusinya pun
harus hibrida.

Dari Reaktif ke Proaktif: Tiga Langkah Strategis Kasus Jakarta dan Batam harus
menjadi titik balik. Kita tidak bisa terus-menerus memadamkan kebakaran
setelah kerugian triliunan rupiah terjadi. Ada tiga langkah strategis yang sedang
dan akan didorong:

1. Revitalisasi "Wajib Lapor" Digital

WNA pemegang visa jangka pendek wajib check-in lokasi atau aktivitas setiap 14
hari melalui aplikasi. Sistem akan mendeteksi anomali pola tinggal dan memberi
peringatan dini.

2. Hukuman Berat bagi Fasilitator Lokal

Kejahatan ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan lokal: pemilik gedung,
apartemen, penyedia internet. Kelalaian atau kesengajaan memfasilitasi WNA
ilegal akan dikenai sanksi administratif berat hingga pencabutan izin usaha.



3. Diplomasi Imigrasi yang Tegas

Indonesia tidak boleh menjadi "surga murah™ bagi penjahat siber global.
Perjanjian bebas visa akan dievaluasi ulang, dan untuk negara tertentu bisa
diterapkan visa elektronik dengan persyaratan lebih ketat.

Kedaulatan Ada di Tangan Kita

Penangkapan ratusan WNA ini bukan alasan untuk panik, melainkan untuk
sadar: perang modern tidak selalu menggunakan tank, tapi kode program dan
penyalahgunaan regulasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah
arahan Presiden Prabowo berkomitmen bertransformasi dari sekadar "stempel
paspor" menjadi penjaga gerbang keamanan nasional yang cerdas, tegas, dan
berbasis data. Kepada masyarakat, kami mengajak partisipasi aktif.

Anda adalah mata dan telinga kami. Jika melihat tetangga asing yang
mencurigakan, tidak pernah keluar, banyak tamu datang tengah malam, atau
aktivitas server yang aneh, laporkan. Karena keamanan Indonesia bukan hanya
tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama. Jangan biarkan rumah kita dijadikan
sarang kejahatan oleh mereka yang menyusup lewat pintu yang kita buka sendiri.

Jakarta, 11 Mei 2026
Dini hari di Bandara Soekarno Hatta
Abdullah Rasyid

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan



